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Bisman (2021) : Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang 
Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian Rokan Hulu. 
Penelitian ini dilatarbelakangi permaslahan banyaknya narapidana setelah 
selesai menjalani hukuman narapidana masih melakukan kesalahan yang sama 
atau Residivis dan masih terdapatnya pengedaran narkoba di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan, padahal pemerintah telah melakukan upaya mengoptimalisasi 
penyelenggaraan pemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi 
Penyelenggaraan Pemasyarakatan. 
Lokasi penelitian ini adalah Lapas Kelas IIB  Pasirpengaraian. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana 
yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Pasipengaraian berdasarkan Peraruran 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan  dan untuk 
mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan 
Pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Siafat penelitian ini tergolong 
deskriptif, dan mengunakan metode pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini 
dilengkapi dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. Dalam menentukan sampel penelitian ini mengunakan metode 
purposive sampling, teknik analisa didalam penelitian ini mengunakan metode 
induktif.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 
tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lapas 
Kelas IIB Pasirpengaraian sudah berjalan dengan mengunakan metode Pembinaan 
keperibadian dan Pembinaan kemandirian. Namum pelaksanaannya belum 
berjalan dengan optimal dikarenakan ada beberapa program pembinaan yang tidak 
berkelanjutan dan program pembinaan kemandirian untuk narapidana wanita 
belum dilaksanakan atau belum terealisasikan. Faktor penghambat dalam 
melaksakan pembinaan yang dilakukan Lapas kelas IIB Pasirpengaraian terdapat 
beberrapa faktor  yaitu: faktor overcrowded, (penuh sesak), yaitu seharusnya 
Lapas Kelas IIB Pasipengaraian hanya berkapasistas 175 orang  namun kini 
penghuni sebanyak 855 orang. Faktor kurangnya anggaran dana, faktor kurangnya 








ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْســــــــــــــــــِم هللاِ الرَّ
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang masih saja 
memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya Tersebut penulis dapat menyelesaikan 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah   
  Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 
Ayat (3) Undang-undang 1945.
1
 Pembangunan Nasional dalam garis besar haluan 
Negara mencakup semua aspek kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara 
dengan tujuan untuk mewujudkan suatu Masyarakat yang Berkeadilan, yang 
dimaksud dengan Negara Hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang 
menjamin keadilan kepada Warga Negaranya.
2
 
  Hukum sebagai suatu rangkaian Peraturan yang mengatur tingkah laku dan 
perbuatan tertentu dari manusia di masyarakat merupakan suatu organ peraturan-
peraturan yang Abstrak untuk mengatur kehidupan dan kepentingan Manusia 
dimasyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya baik sebagai ukuran 
tingkah setiap orang dalam bertindak, sebagai sarana untuk mengubah masyarakat 
kearah yang baik, sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan 
Manusia, maupun dalam menjalankan fungsi untuk menciptakan ketertiban dalam 
proses Interaksi Sosial, Hukum haruslah berjalan dinamis dan sejalan dengan 
perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat.
3
 
                                                             
1
 Nur Hidayat, Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat 
(3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga, UIR Review Volume 01 Nomor 02 Oktober 2017, h. 
196. 
2 Kusnandi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : 
Pt Budi Chaniago, 2014), h, 153. 
3
 Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum, ( Depok Sleman Yogyakarta : Kalimedia, 




   Seiring perkembanga zaman dalam Era Globalisasin ini, maka semakin 
komplek masalah yang dihadapi. Negara Indonesia adalah negara yang luas, dan 
semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia akan berakibatkan terhadap, 
Pendidikan, Kemiskinan dan Penganguran , maka Kriminalitas atau kejahatan 
akan meningkat.
4
 Karena Ekonomi yang sulit, Pendidikan yang rendah dan di 
tambah degan banyaknya pengangguran sehingga banyak orang menghalalkan 
segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk dirinya 
dengan cara melakukan kejahatan, mencuri, membegal dan hal sebagainya. Para 
penegak hukum tidak bisa diam, pemberian sanksi merupakan salah satu solusi 
untuk tidak mengulangi perbuatannya kembaliatau untuk menimbulkan efek jera 
para pelakunya dengan cara Pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.  
  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat yang menjalankan 
fungsi Pembinaan terhadap narapidana.
5
 Di Indonesia, Lapas yang ada saat ini 
tidak sama dengan penjara yang ada pada masa lalu. Lapas yang ada saat ini 
adalah hasil penerapan dari sistem Pemasyarakatan (treatment system of 
prisoners). Dalam sistem ini, pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam 
Lembaga bukan bertujuan sebagai suatu bentuk pembalasan dendam dari Negara 
atas tindak pidana yang telah dilakukannya, melainkan sebagai tempat melakukan 
Pembinaan Narapidana (treatment of offenders). Di dalam Lapas, Warga Binaan 
Pemasyarakatan tidak akan mendapatkan berbagai macam bentuk siksaan dan 
penderitaan fisik, tetapi lebih ditujukan kepada upaya untuk menyadarkan pelaku 
                                                             
4 Yuni Irma Sianturi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas di Sumatra Utara 
Tahun 2019 Dengan Analisis Jalur. h. 21. 
5
 Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 35 Tahun 2018 tentang 




tindak pidana yang bersangkutan akan kesalahannya. Konsep Pembinaan yang 
dianut oleh Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan pelaku tindak pidana 




1) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak 
pidana. 
2) Menjadi Manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 
membangun bangsa dan negaranya. 
3) Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendapatkan 
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 
  Dengan melihat tujuan-tujuan dari Lapas tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa keberadaan Lapas sangatlah penting sebagai suatu bagian dari 
upaya penegakan Hukum Pidana di Indonesia guna menjaga adanya ketertiban, 
keamanan dan stabilitas dalam masyarakat ( Politik Hukum Pidana ). Selain itu 
bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, keberadaan Lapas juga cukup vital, yaitu 
sebagai suatu media Rehabilitasi diri pribadi secara menyeluruh (menyangkut 
perilaku, moral maupun mental) dalam upaya untuk kembali berintegrasi dengan 
masyarakat ( Resosialisasi ) sebagai satu bagian dari sistem organisasi masyarakat 
yang ideal.  
  Dari segi Operasional, Pelaksanaan Pemidanaan dengan sistem 
Pemsyarakatan ini memerlukan adanya kesinambungan antara aparat penegak 
Hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan pegawai Lapas (instrumental input), 
                                                             




anggota masyarakat sebagai wadah kehidupan Manusia (environmental input), 
serta narapidana yang menjalani pemidanaan itu sendiri (rawi input).
7
  
  Sayangnya dalam pelaksanaannya, upaya untuk mencapai tujuan Lapas 
tersebut seringkali menemui kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari 
faktor internal maupun dari faktor eksternal Lapas tersebut. Sehingga sering kali 
hasil yang dicapai oleh Lapas tersebut tidak sesuai dengan idealisme dari 
keberadaan Lapas itu sendiri. Dengan banyaknya permasalahan yang ada di 
lembaga pemasyarakatan, pemerintaahan Indonesia  meluncurkan peraturan 
mentri yang membuat pembaharuan tentang sistem pemsayarakatan dan 
Pembinaan yaitu mengesahkan Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonseia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisayi penyelenggaraan 
Pemasyarakatan. 
  Dimana Peraturan Mentri ini di ciptakan atau disahkan untuk 
mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan, tujuan utama dari peraturan 
mentri ini terletak pada  Pasal 2 Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan 
bertujuan sebagai berikut: 
1. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan; 
2. Meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku tahanan, 
narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, 
Pembinaan dan Pembimbingan; 
3. Meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan; 
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4. Meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan 
5. Meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil 
tindak pidana 
  Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau bisa juga yang 
statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih dalam proses peradilan 
yang belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim. Pegawai Negeri Sipil yang 
menangani Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas 
Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah Sipir Penjara.
8
 
  Pidana Penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak dari 
seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah 
Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang 
dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar 
peraturan tersebut. 
  Pidana Penjara diatur dalam dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) pada Pasal 12 ayat (3) berbunyi: 
  Pidana Penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh 
Tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih 
antara Pidana Mati, Pidana Seumur Hidup, Pidana Penjara selama waktu tertentu, 
atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu 






tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas Tahun dilampaui sebab tambahan 




  Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan yang dimaksud di dalam 
peraturan Mentri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelengaraan Pemasyarakatan terdapat dalam 
Pasal 3 Yang meliputi: 
1)  Pelayanan Tahanan. 
2)  Pembinaan narapidana. 
3)  Pembimbingan Klien. 
4)  Pengelolahan Basan dan Baran. 
  Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan 
Pemasyarakan, narapidana akan diputuskan atau ditempatkan sesuai dengan Hasil 
Litmas dimana dalam setiap tempat akan berbeda dalam melakukan pola 
Pembinaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang 
Revitalisasi Penyelengaraan Pemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut
10
: 
1. Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat 1 diselanggarakan di: 
a. Lapas super maximum security. 
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b. Lapas maximum security. 
c. Lapas medium security. 
d. Lapas minimum security. 
  Program Pembinaan narapidana Untuk meningkatkan kualitas narapinada 
tergantung dimana diletakkanya narapidana sesui dengan hasil Litmas   dan 




  Namun apa yang diharapkan oleh Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia ini Pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan 
terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapan. Setelah narapidana 
menjalankan Hukumannya tidak Sedikit pula mereka melakukan hal yang sama, 
misalnya, pada, 25 Februari 2021 yang diposting di GoRiau.com.
12
 Resedivis di 
Rohul Cabuli Anak Usia 16 Tahun 3 kali,  seharusnya narapidana dan tahanan ini 
di kembalikan kemasyakat sudah dalam posisi sadar akan kesalahan yang pernah 
dilakukanya  namun, meraka melakukan kejahatan lagi yang disebut dengan 
Residivis. 
  Residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang 
sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana 
dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu 
tertentu. Bahkan ketika berada didalam Pemasyarakatanpun tidak sedikit pula 
Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ) menggunakan narkoba jenis sabu bahkan 




 GoRiau.com, Kamis 25 Februari 2021, Cabuli Anak Usia 16 Tahun sebanyak 3 kali, 
Aksi Bejad  Resedivis di Rohul ketahuan dari Chat Whatsaapp,  
http://m.goriau.com/berita/baca/cabuli/ -anak-usia-16-Tahun-sebanyak-3-kali-aksi-bejad-resedivis-




mengendalikan pengedaran narkoba misalnya pada hari Rabu, 30 Oktober 2020 
yang diposting oleh tribun satu.
13
 Tertangkapnya dua pengedar sabu oleh Polres 
Rohul dari hasil intrograsi bahwa narkoba tersebut diperolehnya dari lapas 
pasirpengarain,  Seharusnya lembaga pemasyarakatan ini menjadi tempat untuk 
menempa atau membentuk dari karakter dari narapidana untuk meningkatkan  
kesadaran narapidana dan meningkatkan kualitas dari narapidana malah menjadi 
tempat persembunyian pengedar narkoba.  
  Seharusnya Para pelaku tindak pidana dan Tahanan ini yang telah 
melaksanakan hukuman dengan mengambil hak kemerdekaannya atau hak 
kebebasanya akan merasakan efek Jera dalam artian tidak akan mengulangi 
kesalahan yang telah iya lakukan. Dengan permasalahan tersebut penulis 
melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan Pembinaan terhaap narapidana 
yang dilakukan oleh Lapas Pasirpengaraian.  
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan meneliti lebih 
lanjut dan menuangkannya ditugas akhir (skripsi) dengan judul “ Pelaksanaan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di 
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 Tribun Satu, Rabu, 30 Oktober 2020, Sat Narkoba Polres Rohul Gencar Berantas 
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B. Batasan Masalah 
Untuk mengindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini 
maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah.
14
 Adapun masalah yang 
diteliti adalah Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian Rokan 
Hulu. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan pokok 
masalah dalam skripsi ini yaitu berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan Pembinaan narapidana di Lapas kelas II B 
Pasirpengaraian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang 
Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan?  
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanakan Pembinaan 
narapidana di Lapas Kelas II B Pasirpengaraian? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Untuk mengetahuia Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam lembaga 
pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian berdasarkan Peraturan Mentri 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018 tentang 
Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan . 
2) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Pembinaan Terhadap 
narapidana. 
Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah 
berikut: 
1) Hasil penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus  
untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu 
pengetahuan dalam dunia akademis khusunya dalam konsentrasi Hukum 
Tata Negara. 
3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk 
peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai Pelaksanaan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian 
Rokan Hulu. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti 
sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis. Dalam 





1. Jenis penelitian dan sifat penelitian. 
a. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis atau penelitian 
lapangan. Penelitian Hukum Sosiologis adalah penelitian yang mengkaji 
Hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai 
gejela sosial yang sifatnya tidak tertulis yang di alami setiap orang dalam 
kehidupan bermasyarakat atau suatu metode penelitian hukum yang berfungsi 
untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya 
Hukum di lungkungan masyarakat.
15
 
b. Sifat penelitian ini adalah tergolong deskriptif, yaitu penelitian yang 
mempunyai tujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan dalam 
hal ini tentunya akan memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Peratutan 
Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2018 tentang Revitalisasi Penyelengaraan Pemasyarakatan yang dilakukan 
oleh Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian dan di dalam penelitian ini penulis 
mengunakan pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis hukum merupakan 
pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang 
terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. 
16
 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian.
17
Lokasi 
penelitian harus sesuia dengan judul yang diteliti, lokasi pada penelitian ini adalah 
di Lapas Kelas IIB Pasirpengaraia, Kabupaten Rokan Hulu , Provinsi Riau. 
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 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Pres, 2020), h. 
83. 
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 Ibid, h,87. 
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3. Subjek dan objek penelitian 
a. Subjek Penelitian 
Subjek pada penelitian ini adalah penghuni  Lapas Kelas IIB 
Pasirpengaraian. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian kepada beberapa 
sumber yang terdapat di dalam Lapas tersebut. Dengan melakukan penelitian 
terhadap beberapa sumber tersebut kiranya dapat membantu memudahkan peneliti 
untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dengan berbagai sudut 
pandang. 
b. Objek Penelitian. 
Objek penelitian ini iyalah Pasal 3 Poin (b) Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang 
Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan. 
F. Data dan Sumber Data 
Data adalah segala keterang yang disertai dengan bukti atau fakta yang 
dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan , kesimpulan atau kepastian 
sesuatu. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 
wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi 
yang kemudian diolah oleh peneliti.
18
  
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 
                                                             




bentuk Laporan, Skripsi, Tesis, disertai dan Peraturan Perundang-undangan. 
Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi: 
1. Bahan Hukum Primer. 
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian seperti, Peraturan 
Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati 
Yang Dijatugkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan 
Pengadilan Militer, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995, tentang 
Pemasyarakatan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor  02 Tahun 2012 
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
Dalam KUHP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ).
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2. Bahan Hukum Sekunder. 
Bahan Hukum Sekunder adalah Buku-buku dan tulisan-tulisan 
ilmiah hukum yang terkait dengan objek Penelitian ini. 
3. Bahan Hukum Tersier. 
Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai 
bahan Hukum Primer atau bahan Hukum Sekunder yang berasal dari Kamus, 
Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar dan sebagainya 






G. Metode Pengumpulan Data 
Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu 
sebagai berikut: 
1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk 
mendapatkan gambaran  kondisi nyata yang diteliti. 
2. Wawancara yaitu melakukan komunikasi tanya jawab langsung dengan 
para pihak terkait selaku informan guna melengkapi data-data yang 
dibutuhkan untuk penelitian. 
3. Kusioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis 
berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengunpul data 
primer secara langsung dari Responden yang ditentukan sebelumnya 
dilokasi penelitian. 
4. Studi kepustakaan yaitu melakukan penggalian data dari berbagai 
sumber literatur untuk melengkapi berbagai data pada penelitian 
 
H. Populasi dan sampel 
Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang 
menjadi Penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau 
mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau,sifat yang sama.
20
 Sampel 
adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Sampel yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Lapas dan pegawai  Pemasyarakatan 
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dan serta narapidana dengan menggunakan purposive sampling (adalah teknik 




Populasi dan sampel 
No Responden Populasi Sampel Ket 
1 Pegawai pemasyarakatan 89 25 22% 
2 Narapidana  855 214 25% 
 Jumlah  954 239 - 
Sumber: Data Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasipengaraian 
I. Metode Analisis Data  
Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti 
menentang, mengkritik mendukung, menambah, atau memberikan komentardan 
kemudia membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran 
sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya. Penulis mengunakan analisis 
yang bersifat induktif. Teknik analisa dengan menggunakan metode induktif 
merupakan tekni analisa yang dilakukan dengan cara mengoprasikan sumber 
pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian.
22
 Penarikan kesimpulan secara 
induktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses berpikir 
dengan menyimpulkan sesuatu yang sifatnya khusus menjadi kesimpulan yang 
bersifat umum. 
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J. Sistematika Penulisan 
Dalam Penulisan Skripsi Terbagi menjadi V (lima) bab yang terdiri dari 
beberapa Sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara 
satu bab  dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian 
yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB 1 :  PENDAHULUAN  
Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar 
belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah. 
Selain itu juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian, yang mencakup Jenis penelitian, Lokasi dan waktu 
Penelitian, Informan Penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan 
data,  dan metode analisis data, dan sistematika penulisan. Bab 
pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang 
akan dilaksanakan dalam menyelesaikan Penelitian ini. 
BAB II :  GAMBARAN UMUM   
 Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah berdirinya Lapas 
Kelas IIB Pasirpengaraian, visi dan misi Lapas kelas IIB 
Pasirpengaraian, akan menjelaskan berapa jumlah pegawai Lapas, dan 
jumlah tahanan dan akan menjelaskan tugas dan fungsi Lapas kelas 






BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian 
Implementasi atau Pelaksanaan, menjelaskan pengertian pidana dan 
jenis pidana, menjelaskan pengertian sejarah Lembaga 
Pemasyarakatan, Pembinaan dan hak-hak narapidana. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian yang membahas 
tentang bagaimana proses pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan 
membahas tentang  apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam 
pelaksanakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II B Pasirpengaraian. 
BAB V :  PENUTUP  
Didalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis 
akan menyimpulkan temuan-temuan dari penelitian di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian yang berkaitan  tentang 






GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah lembaga pemasyarakatan kelas II B pasirpengaraian 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian dalam 
perkembangannya telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian pada awalnya merupakan sebuah 
penjara yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan 
Republik Indonesia, maka penjara ini diambil alih oleh pemerintah Republik 
Indonesia dan masih menggunakan bangun lama yang terletak di jalan Riau 
Nomor 1 Kampung Torondom, Kabupaten Kampar.
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Pada Tahun anggaran 1985 atau 1986, kantor Penjara yang telah berubah 
menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian, dipindahkan ke 
jalan Pengayoman dan mulai dioperasionalkan pada Tahun 1988. Seiring 
perkembangan zaman dan pemekaran daerah, kini Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIB Pasirpengaraian masuk dalam daerah pemerintahan Kabupaten Rokan 
Hulu, Provinsi Riau. Yang terletak di jalan pengayoman Nomor 33 desa koto 
tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 
Lapas kelas II B pasirpengaraian mempunyai Luas Tanah 20110 m2 dan 
luas bangunan 3567 m2 yang terdiri dari luas bangunan kantor 942 m2 dan 
luas blok hunian 1079 serta fasilitas penunjang lainya dengan luas 16543 m2 
yang meliputi: 
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1. Tempat Ibadah ( Masjid ) 
2. Dapur Umum 
3. Polikklinik 
4. Aula kantor 
5. Bengkel kerja 
6. Kebun pertanian 
7. Perternakan  
8. Perikanan 
9. Lapangan Olahraga serta, 
10. Ruangan layanan Kunjungan. 
B. Jumlah pegawai pemasyarakatan dan kapasitas lapas pasirpengarain. 
1. Jumlah petugas 




Tabel  II.I  
Jumlah pegawai lapas 
No  Jensi kelamin Jumlah 
1 Laki 82 orang 
2 Perempuan  7 orang 
 Total  89 petugas pemasyarakatan 
Sumber : lapas kelas IIB pasirpengarian 
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2. Kapasitas lapas 
Kapasitas atau muatan tampungan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan  
kelas IIB Pasirpengaraian adalah sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima ) orang.
25
 
sedangkan isi saat ini per 31 Desember 2020 berjumlah Narapidana 668 (Enam 
ratus enam puluh delapan) orang dan tahanan 187 (seratus delapan puluh tujuh) 
orang sehingga total penghuni 855 (delapan ratus lima puluh lima) orang.
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Gambar 2:1 diagram kapasitas lapas pasirpengaraian 
C. Visi Dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian 
Visi 
Menjadikan Lapas yang Profesional, Akuntabilitas, Sinergi, Trasparan dan 
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1. Membangun karakter dan mengembangkan sikap ketakwaan, sopan 
santun dan kejujuran pada diri warga binaan. 
2. Mewujudkan sistem perlakuan humanis yang memberikan rasa aman, 
yaman, berkeadilan dan bertekat tampa pungutan liar. 
3. Melakukan Pembinaan, perawatan dan dan pembimbingan untuk 
mengembalikan Narapidana menjadi warga Negara yang aktif dan 
produktif ditengah-tengah masyarakat. 
4. Membangun karakter dan budaya bersih melayani, sopan santun dan 
jujur dalam melayani warga binaan pemasyarakatan dan keluarga atau 
warga masyarakat yang berkunjung. 
D. Tugas dan Fungsi Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pasirpengaraian.  
Lembaga pemasyarakatan kelas IIB pasirpengaraian Adalah Unit 
Pelaksanaan Teknis dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan dibidang 
pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsubg kepada 
kantor wilayah kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang mempunyai 
tugas dan fungsi untuk melaksanaakan Pembinaan yang berkala dan berkelanjutan 
Bagi Wargabinaan Pemasyarakatan yang bertujuan agar Narapidana menyadari 
kesalahannya dan tidak berkeinginan lagi untuk melakukan tidak pindana. Tugas 
dan fungsi Pemasyarakatan meliputi: 
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1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB PasirPengaraian mempunyai 
tugas pokok melaksanakan Pembinaan Narapidana  dan Anak Didik. 
Fungsi  
1. Melakukan Pembinaan Narapidanan dan anak didik. 
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan saranan dan mengelolah hasil 
kerja . 
3. Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian Narapidana atau anak 
didik. 
4. Melakukan pemilihara keamanan dan tata tertib LAPAS. 
5. Melakukan tata usaha dan rumah tanga. 
E. Tugas dan Fungsi Wewenang Kerja Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian 
Tugas dan fungsi setiap struktur Yang mana klasifikasi tersebut didasarkan 
atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Adapun tugas fungsi dan 
wewenang kerja Lapas Klas IIB PasirPengaraian adalah:
28
 
1. Bagian Tata Usaha. 
Seuai dengan Pasal 46 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-
PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 
urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Untuk 
melakukan tugas-tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi 
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yang diatur dalam Pasal 47 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-
PR.07.03 Tahun 1985 sebagai berikut
29
 : 
a. Melakukan urusan kepegawaian ;  
b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah 
tangga. 
Agar tugas dan fungsi sub bagian tata usaha yang ingin di capai dan 
tercapai maksud dan tujuannya, sesuai Pasal 48 Keputusan Menteri 
Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagiatan Tata Usaha 
di batu oleh beberapa Sub bagian yang dibawahinya adalah bagian Urusan 
Kepegawaian dan Keuangan dan bagian Urusan Umum. 
2. Seksi bimbingan kerja atau anak didik dan kegiatan kerja. 
Seksi bimbingan narapidana atau anak didik mempunyai tugas 
memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik dan 
bimbingan kerja, untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada seksi 
bimbingan narapidana atau anak didik dan kegiatan kerja mempunyai 
fungsi yaitu :  
a. Melakukan regristrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik 
jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana 
atau anak didik. 
b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana 
atau anak didik. 
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c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana 
kerja dan mengelola hasil kerja. 




1. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan. 
Sub Seksi Regristrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan 
mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, 
dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan 
penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga,peningkatan 
pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana atau 
anak didik. 
2. Sub Seksi Perawatan Narapidana atau Anak didik. 
Sub Seksi Perawatan Narapidana atau Anak Didik 
mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan 
perawatan bagi narapidana atau anak didik. 
3. Sub seksi kegiatan kerja. 
Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan 
kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja. 
4. Seksi Keamanan Dan Tata Tertib. 
Seksi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal 
tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, 
menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang 






bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan 
menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi 
Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi
31
 : 
a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan 
pembagian tugas pengamanan.  
b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan 
pengamanan yang menegakkan tata tertib.  
Seksi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari: 
a. Sub seksi keamanan. 
Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal 
tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas 
pengamanan. 
b. Sub seksi pelapor dan tata tertib. 
Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas 
menerima laporan harian dan berita acara dari satuan 
pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan 
berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. 
5. Kesatuan keamanan LAPAS 
Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan 
dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan 
Pengamanan Lapas mempunyai fungsi : 






a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana atau 
Anak Didik. 
b. Melakukan pemiliharaan. 
c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penetapan dan pengeluaran 
Narapidana tau anak didik. 
d. Melakukan pemeriksaan terhadappelanggaran keamanan. 
e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan. 
Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan 
membawahi petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan 
Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Lapas.
32
 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala 
Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, 
Kepala Urusan, Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan Lapas serta dengan instansi lain diluar Lapas sesuai 
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          BAB III 
TINJAUAN UMUM 
 
A. Tinjauan Umum Pelaksanaan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) Pelaksanaan adalah 
Proses, Cara, Perbuatan Melaksanakan Rancangan, Keputusan dan sebagainya.
33
 
Menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo ( 200:81 ), “ mengatakan 
bahwa Implementasi adalah Proses Mentrasformasikan suatu rencana ke dalam 
Praktek”.
34
 Jadi Pelaksanaan atau implementasi adalah suatu proses yang 
dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan 
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan 
atau sasaran kebijakan itu sendiri. 
Orang sering beranggapan bahwa Implementasi atau Pelaksanaan hanya 
merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan Legislasi atau para 
spengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi 
dalam kenyataannya dapat dilihat dan diamati sendiri bahwa betapapun baiknya 
Rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan 
dengan baik dan benar.  
Keberhasilan suatu pelaksanaan atau implementasi kebijakan dapat diukur 
atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai dan tidaknya 
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tujuan-tujuan yang ingin diraih. Menurut Weimer dan Aidan R. Vining 
( 1999:398 ) ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:
35
 
1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan. Yaitu sampai berapa 
benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh 
hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan 
tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. 
2. Hakekat kerja sama yang dibuthkan, yaitu apakah semua pihak yang 
terlibat dalam kerja sama telah merupakan suatu assembling produktif. 
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang memiliki 
kemampuan Komitment untuk mengolah pelaksanaan. 
Gow dan Morss mengatakan dalam implementasi kebijakan terdapat 
berbagai hambatan antara lain:
36
 
1. Hambatan publik. 
2. Kelemahan institusi. 
3. Ketidak mampuan Sumber Daya Manusia ( SDM ).  
4. Kekurangan dalam bantuan teknis . 
5. Kurangnya desentralisasi dan partisifasi. 
6. Pengaturan waktu ( taiming ). 
7. Sistem informasi yang kurang mendukung. 
8. Perbedaan agenda tujuan aktor. 
9. Dukungan yang berkesinambungan. 








Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi 
atau dikonrol dan salah satu mekanimisme pengawasan tersebut disebut sebagai 
evaluasi kebijakan. Evaluasi digunakan untuk mempelajari hasil atau sejauhmana 
keefektipan kebijakan guna untuk mempertanggung jawabkan hasil kepada pihak 
yang mensponsori program tersebut. Evaluasi diperlukan untuk melihat 
kesenjangan antara harapan dan keny ataan yang terjadi dilapangan. 
B. Tinjauan umum Pidana dan Jenis Pidana 
1. Defenisi Pidana 
Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai Sanksi Pidana. 
Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu 
Hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan Hukuman, pemberian pidana, 
dan Hukum pidana.  Menurut Roslan Saleh Pidana adalah Reaksi atas Delik dan 
ini berwujud suatu Nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat 
Delik itu.
37
 Hukum pidana bersifat siksaan atau penderitaan yang dijatuhkan 
terhadap orang yang melakukan tindak pelangaran atau kejahatan yang ditentukan 
oleh Undang-undang. Hukum pidana adalah sebagai Ultimatum Remedium ( obat 




Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki atau Merehabilitasi penjahat 
menjadi baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan 
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keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Maka 
dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak hanya dilihat sebagai 
suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada 
suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya tujuan dijatuhkannya pidana 




2. Jenis pidana 
Jenis-jenis pidana tercantum didalam Pasal 10 KUHP.
40
 Jenis-jenisnya 
dibedakan antara antara pidana pokok dan dan pidana tambahan terdiri dari lima 
jenis pidana antara lain: 
Pertama Pidana Mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, yang 
sudah berlangsung Berabad-abad lamanya. Pidana mati atau juga lebih dikenal 
dengan hukuman Mati yang banyak diterapkan diberbagai Negara khususnya 
Negara Indonesia. Di Indonesia itu sendiri hukam Mati tersebut dilakukan dengan 
cara ditembak sampai mati sebagai mana yang dimaksud dengan Pasal 1 
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana 
Mati Yang Dijatugkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan 
Pengadilan Militer.
41
 Yang  berbunyi “ dengan tidak mengurangi ketentuan-
ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjelasan putusan pengadilan, 
maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan 
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peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan cara ditembak sampai 
mati menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal berikut.”. sampai saat ini 
pelaksanaan hukuman mati memang dilaksanakan dengan cara ditembak oleh 
Regu Penembak, dan dahulu Indonesia pelaksanaan pidana dilakukan dengan cara 
menggantung pelaku tindak pidana sampai mati sebagaimana diatur dalam Pasal 
11 KUHP.  
Kedua,  Pidana Penjara. Didalam Pasal 12 KUHP, Pidana Penjara iyalah 
Pidana Penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu.
42
 Pidana Penjara selama 
waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas Tahun berturut-
turut. Pidana Penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh 
Tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih 
antara Pidana Mati, Pidana seumur hidup, dan Pidana Penjara selama waktu 
tertentu, begitu juga dalam hal batas Lima Belas Tahun dapat dilampaui karena 
berbarengan (concorus), pengulangan Resedivis atau karena yang ditentukan 
dalam Pasal 52, dan 52a.
43
 
Ketiga,  Pidana Kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan yang 
paling lama satu Tahun (Pasal 18 Ayat 1) KUHP. Tetapi dapat diperpanjang 
sebagai pemberatan Hukuman Penjara paling lama Satu Tahun Empat Bulan 
(Pasal 18 Ayat 3) KUHP, serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan 
daripada daripada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat 2) KUHP. Pidana kurungan 
dikenakan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana Pelanggaran, atau 
sebagai pengganti denda yang tidak bisa dibayarkan. 







Keempat, Pidana Denda. Pidana Denda yang terdapat dalam kitab undang-
undang Hukum pidana (KUHP) jikalau diterapkan dalam zaman sekarang 
tentunhya sudah sangat Relevan lagi, mengingat perkembangan nilai Rupiah 
sudah berubah. Contoh seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian dimana pidana 
dendanya hanya paling banyak Sembilan Ratus Rupiah. Tentu hal tersebut sudah 
tidak Relevan, oleh karena itu dalam perkembanganya Mahkamah Agung 
menegeluarkan PERMA untuk menyesuaikan dalam penjatuhan Hukuman berupa 
denda kepada terdakwa seperti  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 




Kelima, Pidana Tutupan. Pidana Tutupan merupakan jenis pidana yang 
tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 
1946 tentang Hukuman Tutupan. Menurut Andi Manzah didalam Buku Asas-asas 
Hukuman pidana mengatakan Pidana Tutupan disediakan bagi para Politisi yang 
melakukan kejahatan yang disebabkan oleh Ideologi yang dianutnya.
45
 
Pidana tambahan terdiri dari tiga  jenis antaralain yaitu : 
1. Pencabutan Hak-hak Tertentu. 
2. Perampasan barang-barang tertentu. 
3. Dan pengumuman keputusan Hakim. 
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C. Tinjaun Umum Penjara Atau Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk 
melakukan Pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan di 
Indonesia.
46
 Keberadaan lembaga pemasyarakatan   ( Lapas ) di Indonesia secara 
umum telah berlangsung hampir empat dekade, dahulu dikenal dengan sebutan 
Penjara.
47
 Berdasarkan asal usul katanya penjara berasal dari bahasa jawa yaitu 
Penjoro yang berarti Tobat atau Jera.
48
 Lembaga Pemasyarakatan merupakan 
Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu dapartemen kehakiman ). Lembaga 
Pemasyarakatan merupakan Institusi yang menjalankan peran untuk 
melaksanakan Pembinaan narapidana. 
Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman 
Suhardjo pada Tahun 1962. Sejak Tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk 
mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan Pembinaan 
Bagi Warga Binaan ( WBP ).  
Pengunaan istilah Pemasyarakatan sudah berlaku sejak Tahun 1962, yaitu 
dalam pidato Menteri Kehakiman Suhardjo pada Tanggal 12 Januari 1962 yang di 
sampaikan di Blitar ketika meresmikan pengunaan gedung Rumah Pendidikan 
Negara yang baru selesai dibangun kembali. Ide Pemasyaraktan ini dipertegas 
kembali oleh Suhardjo pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidatonya tentang 
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Konsepsi Hukum Nasional yang disampaikan dalam penganugrahan Gelar Doctor 
Honoris Causa dari Universitas Indonesia dengan dihadiri Bapak Presiden 
Indonesia ( pada waktu itu ) yaitu Soekarno. Istilah Pemasyarakatan secara resmi 
dipergunaakan sejak 27 April 1964 melalui Amanat Presiden Republik Indonesia 
sehubungan dengan konfrensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, Bandung pada 
tanggal 27 April sampai dengan 7 Mei 1964. 
Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 
dalam tata peradilan pidana adalah bagian integgeral dari tata peradilan terpadu 
( integreted criminal justice syestem ).
49
 Dengan demikian pemasyarakatan baik 
ditinjau dari sistem kelembagaan, cara Pembinaan, dan petugas pemasyarakatan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan 
Hukum. 
D. Tinjauan Umum Narapidana dan Pembinaan. 
1. Narapidana 
Narapidana adalah Manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara 
umum narapidana adalah Manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak 
dapat menyamakan begitu saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek 
yang tidak berbeda dengan Manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat 
melakukan kesalahan kehilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus 
diberantas. Bagaimanapun juga narapidana adalah Manusia yang memiliki potensi 
yang dapat dikembangkan untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya.  
Terkait dengan masalah tersebut, Kiran bedi dalam bukunya “It’s always 






Possible” yang dikutip oleh Adi Sujatno, mengemukakan bahwa : “Manusia-
Manusia yang terkungkung di dalam dinding penjara itu sebenarnya memiliki 
seluruh waktu, tenaga dan keterampilan yang merupakan dasar dari setiap 
masyarakat yang mempunyai motivasi, karena itu yang perlu dilakukan ialah 




Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 
Tahun 2018 tentang Revitalisasi pemesyarakatan Pasal 1 ayat 3 narapidana adalah 
terpidana yang sedang menjalani Pembinaan dilembaga pemasyarakatan. 
2. Pembinaan 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pembinaan adalah  usaha, tindakan 
dan kegiatan yang dilakukan secara efesien dan efektif untuk memperoleh hasil 
yang lebih baik. Pada hakikatnya narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga 
Pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya Manusia yang harus diperlakukan 
dengan baik dan Manusia dalam satu sistem Pembinaan yang terpadu agar 
sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik 
dan berguna bagi dirinya, masyarakat dan Negara.
51
 Pembinaan dan 
pembimbimbingan wargabinaan atau narapidana diselenggarakan oleh mentri dan 
dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
52
 Hal ini menunjukkan bahwa 
Pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang 
bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga 
                                                             
50
 Adi Sujatno, Pencerahan Kepemimpinan di Balik Penjara, Cetakan Ketiga,Vetlas 274 








mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada 
umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat 
yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa. 
 Pembinaan menurut Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi penyelenggaraan 




Dalam melakukan Program Pembinaan narapidana akan ditetapkan atau 
ditempatkan sesuai dengan ketetapan direktur jendral ( untuk lapas super 
maximum security)  dan akan ditetapkan oleh kepala kantor wilayah ( untuk Lapas 
maximum security, Lapas medium security dan Lapas minimum Security ). 
Pembinaan narapidana tergantung dimana diletaknya narapidana tersebut 
antaralain: 
1. Lapas super maximum security 
2. Lapas maximum security 
3. Lapas medium security 
4. Lapas minumum security 
Menurut UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilakukan 
dengan Asas-Asas sebagai berikut: 
1. Pengayoman. 
2. Persamaan perlakukan dan pelayanan. 
3. Pendidikan. 







5. Penghormatan harkat dan martabat Manusia. 
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. 
7. Terjaminya Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu. 
Tujuan Pembinaan antaralain adalah
54
 : 
1. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan 
tindak pidana. 
2. Menjadi Manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 
membangun Bangsa dan Negaranya. 
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan 
mendapatkan kebahagiann didunia maupun diakhirat. 
Berdasarkan konfrensi kepenjaraan dilembang menghasilkan beberapa 
Prinsip dalam melakukan pembinaaan narapidana antaralain sebagai berikut
55
: 
1. Pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara melainkan 
merupakan pula suatau cara atau sistem perlakuan terpidana. 
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses perlakuan yang menganut prinsip 
Gotong Royong, yakni antara petugas, terpidana dan masyarakat. 
3. Tujuan pemasyarakatan adalah untuk mencapai kesatuan hubungan 
hidup kehidupan, kehidupan yang terjalin antara terpidana dan 
Masyarakat. 
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4. Fokus dari pemasyarakatan bukan individu terpidana secara ekslusif, 
melainkan kesatuan hubungan anatara terpidana dan masyarakat. 
5. Terpidana harus dipandang sebagai orang yang melakukan 
pelanggaran hukum, tidak karena iya inggin melanggar hukum, 
melainkan karena iya ditinggalkan dan tertinggal dalam mengikuti 
derap kehidupan masyarakat yang makin lama makin kompleks  
6. Terpidana harus dipandang sebagai Manusia mahluk tuhan yang 
seperti Manusia-Manusia lainya mempunyaii potensi dan itikad untuk 
menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyarakat. 
7. Semuan unsur yang terlibat dalam proses peradilan pada hakekatnya 
menyukai perdamaian dan pada waktunya tidak segan untuk 
memberikan maaf. 
8. Petugas pemasyarakatan harus menghayati prinsip-prinsip kegontong-
Royongan dan harus menempatkan dirinya sebagai salah satu unsur 
dalam kegotong-Royongan. 
9. Tidak boleh ada paksaan dalam kegontong-royongan tujuan harus 
dapat dicapai melalui self propeling adjustment and readjustment 
approach yang harus dipakai iyalah approach antar sesama Manusia. 
10. Lembaga pemasyarakatan adalah untuk operasional untuk mencapai 
tujuan pemasyarakatan dan bukan bangunan,bangunan hanya sarana. 






E. Tinjauan Umum Hak-hak Narapidana 
Hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1995 yaitu: 
1. Melakukan Ibadah sesuai Agama dan Kepercayaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merupakan peraturan 
pelaksanaan dari undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dimana peraturan 
pemerintah ini membahas secara lebih terperinci mengenai hak-hak yang 
diberikan kepada narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, 
setiap narapidana berhak untuk melakukan Ibadah sesuai dengan Agama 
dan Kepercayaannya.
56
 Selain berhak untuk melakukan ibadah, Pasal 3 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 juga tercantum 
mengenai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan 
petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kerja. 
2. Mendapatkan perawatan baik perawatan Rohani maupun Jasmani. 
Perihal hak mendapatakan perawatan Rohani dan perawatan 
Jasmani, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mencantumkannya 
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor Tahun 1999, perawatan rohani dan jasmani dilakukan 
melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. 
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
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Mengenai hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Peraturan 
Pemerintah ini mencantumkan bahwa setiap narapidana berhak 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan 
petugas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang 
dimaksud dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
4. Mendapatkan pelayananKesehatan dan makanan yang layak. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ini tercantum 
bahwa setiap narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
yang layak. Sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan 
pelayanan kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan poliklinik 




5. Menyampaikan keluhan 
Setiap orang yang hidup pasti mempunyai masalah sehingga 
menimbulkan keluhan yang menghasilkan bagaimana cara mengatasi 
masalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut maka seseorang 
bisa saja membutuhkan orang lain yang di percayainya untuk 
menyampaikan keluhannya atau saling bercerita untuk mendaptkan jalan 
keluarnya. 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang 
tidak dilarang. 






Untuk menambah wawasan Para narapidana, maka hak narapidana 
untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media dijelaskan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Perihal Hak 
Mendapatkan Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa, setiap lembaga 
pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan dan media massa baik berupa 
media cetak maupun media elektronik yang dapat menunjang program 
pembinaan kepribadian narapidana dan tidak bertentangan dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
58
 
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 
Setiap narapidana yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah 
atau premi yang mana besarnya upah atau premi sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. Upah diberikan kepada narapidana 
yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh 
keuntungan, sedangkan premi diberikan kepada narapidana yang 
mengikuti latihan kerja sambil berproduksi. 
8. Menerima kunjungan. 
Hak narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarga, 
penasehat hukum atau orang tertentu dan lainnya adalah salah satu hak 
yang wajib diberikan kepada para narapidana, di setiap Lembaga 
Pemasyarakatan di Indonesia wajib menyediankan suatu ruangan 
sekurang-kurangnya 1 ruangan khusus untuk menerima kunjungan 
tersebut. 





9. Mendapat kurangan masa pidana (Remisi) 
Hak untuk mendapatkan remisi, setiap narapidana yang 
menjalankan masa pidananya berkelakuan baik berhak untuk mendapatkan 
Remisi. Remisi dapat ditambah apabila narapidana berbuat jasa kepada 
Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau 
Kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 
Lembaga Pemasyarakatan. 
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti kunjungan 
keluarga. 
Narapidana berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dan 
cuti menjelang bebas. Untuk cuti mengunjungi keluarga diberikan paling 
lama 2 hari atau 2 x 24 jam, serta keluarga bertanggung jawab atas 
narapidana yang cuti untuk mengunjungi keluarga.
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11. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 
Setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat 
setelah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dari masa 
pidananya denga 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan 
dan berkelakuan baik. 
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 
Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas setelah 
menjalani 2/3 masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik 






dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling 
lama 6 bulan. 
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Yang dimaksud dengan hak-hak lain disini adalah hak politik, hak 
memilih, dan hak keperdataan lainnya. Yang dimaksud dengan hak 
keperdataan disini antara lain adalah surat menyurat dengan keluarga dan 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIB Pasirpengaraian dan diuraikan dalam bab-bab sebelumya maka, dapat 
diraik kesimpulan tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 Tentang Revitalisasi 
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Pasirpengaraian Rokan Hulu, antara lain sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Pembinaan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi 
Penyelenggaraan Pemasyarakatan  di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB 
Pasirpengaraian sudah berjalan dan mengunakan pola Pembinaan 
keperibadian dan Pembinaan kemandirian, Pembinaan keperibadian 
meliputi: pembinaa kesadaran beragama, pembinaan kesadaran 
berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektiual, pembinaan kesadaran 
hukum. dan untuk pembinaan kemandirian antara lain :  keterampilan 
untuk mendukung usaha mandiri , ( membuat kerajinan tangan dan alat-
alat rumah tangga ), keterampilan untuk mendukung usaha-usaha 
industri, pertanian, perternakan, perikanan dan keterampilan untuk 
wirausaha kecil. Didalam melaksanakan Pembinaan kemandirian 




diberikan setifikasi oleh pihak terkait. Namum pelaksanaan Pembinaan 
belum berjalan dengan optimal seperti yang diharapkan oleh Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang 
Revitalisasi Penyelengraaan Pemasyarakatan. Dikarena Pembinaan yang 
dilakukan oleh Lapas Pasirpengarain ada beberapa tidak berkelanjutan dan 
program pembinaan kemandirian untuk narapidana wanita belum 
dilaksanakan atau belum terealisasikan.  
2. Faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan Pembinaan narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian yaitu: 
1.  Faktor overcrowded, ( penuh sesak ) 
2. Faktor kurangnya anggaran dana. 
3. Faktor kurangnya sarana gedung dan fasilitas. 
4. Faktor kurangnya Petuga Petugas Lapas. 
B. Saran  
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai 
berikut: 
1. Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian harus 
sesegeramungkin merealisasikan program Pembinaan untuk para wanita , 
sebab mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan Pembinaan. 
2. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB  pasirpengaraian harus membuat pola 
Pembinaan yang sifatnya agamis, atau harus menerapkan peraturan dasar-
dasar agama dari setiap kepercayaan masing-masing. Contohnya ialah 




minggu untuk ummat kristen dan mewajibkan puasa dibulan romadan 
untuk ummat islam. Agar mereka semakin dekat dengan pencipta dan 
tidak mengulangi kesalahan yang sama. 
3. Pemerintah dalam hal ini kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
harus memperhatikan kondisi semua Lembaga Pemasyarakatan Terkhusus 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian. Seperti menyiapkan 
sararana dan prasarana Lapas, agar Pembinaan dapat berjalan sesuai yang 
diharapkan. Pemerintah juga perlu memberikan solusi permasalahan 
overcrowded pada Lapas, karna hal ini sangat mempengaruh  terhadap 
tingkat keberhasilan pembinaan narapidana. 
4. Pemerintahan Indonesia ( eksekutif, legislatif, dan yudikatif ) harus 
mencari solusi sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia, harus 
menerapkan sistem pemasyarakatan yang meminimalkan Angaaran dan 
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